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TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan

penghidupan masyarakat melalui perumahan dan

permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur

dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta

pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya,

berkeadilan, dan ekonomis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011

tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Jalan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013

tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

www.peraturan.go.id



8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENINGKATAN KUALITAS

TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,

serta aset bagi pemiliknya.

2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang

terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan

perkotaan atau kawasan perdesaan.

4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,

pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya

pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem
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pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi

dan terpadu.

5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami

penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak

huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan

serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

7. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan

kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas

umum.

8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan

hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan

bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang

berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan

pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

10. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk

pelayanan lingkungan hunian.

11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk

menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan

perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana

dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

13. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat

kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan

prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata

bangunan.

14. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk

perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan

dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman

yang layak huni.

15. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan

mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
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permukiman.

16. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan

masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh

atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun

kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang

dan/atau rawan bencana.

17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam

tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan

perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi,

dan teratur.

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

hukum.

21. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh

warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

22. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang

yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok

dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi,

kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga

kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin

dicapai bersama.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat.
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